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bentuk
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sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015
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sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi serta

sinkronisasi rencana aksi yang dilakukan melalui kegiatan berbagai program di

lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik

dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan

dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan;

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang;

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu;

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit;

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan;

6. Subbagian Tata Usaha; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut :

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat

darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat

darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan

gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah.

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:

a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang rawat jalan dan gawat darurat.

b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang
Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

penunjang.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik

dan non medik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang

medik dan non medik;
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c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pelayanan penunjang medik dan non medik; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

penunjang medik dan non medik.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelayanan penunjang medik.

b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pelayanan penunjang non medik.

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat

terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat

terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat

darurat terpadu.

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas:

a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.
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b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengelolaan pelayanan rujukan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan

evaluasi rumah sakit.

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan
Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
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prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring

rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang jejaring rumah sakit pendidikan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

6. Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan

rumah tangga Direktorat.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 6

B. ASPEK STARTEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
Pertambahan Rumah Sakit di Indonesia dalam 1 tahun (tahun 2015 sampai dengan

tahun 2016) sebanyak 133 RS, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,3 %.

Tabel 1. Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015 dan 2016

REKAP RS 2015 2016

Kategori Kepemilikan RS
Umum

Rs
Khusus Total RS

Umum
RS

Khusus Total

RS
PUBLIK

Pemerintah 803 85 888 824 86 915
Swasta Non
Profit 539 167 706 542 160 702

RS Privat 610 286 896 696 310 1006

TOTAL 1,952 538 2.490 2.067 556 2.623
Sumber : RS Online Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sedangkan untuk jumlah Tempat Tidur (TT) di RS sampai saat ini sebanyak 319.559

yang terdiri dari TT Kelas VVIP sebanyak 5.625, TT Kelas VIP sebanyak 25.752, TT

Kelas I sebanyak 39.623, TT Kelas II sebanyak 55.820, TT Kelas III sebanyak 119.060,

TT Ruang ICU sebanyak 6.876, TT Ruang PICU sebanyak 1.392, TT Ruang NICU

sebanyak 3.262, TT Ruang ICCU sebanyak 1.163, TT Ruang HCU sebanyak 3.966, TT

Ruang IGD sebanyak 13.391, TT Ruang Perinatologi sebanyak 20.556, TT Ruang

Operasi sebanyak 5.906, TT Ruang Bersalin sebanyak 10.959. dan TT Ruang Isolasi

sebanyak 6.255. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah TT Kelas III merupakan

komposisi paling besar yaitu 37,3% dari total TT di RS.

Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di

dalam Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan

2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi

3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional

4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan

5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan

sistem manajemen kinerja

6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai

standar
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7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit.

8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan

pemerintah pusat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai  tugas  merumuskan  serta

melaksanakan  kebijakan  dan  standardisasi  teknis  di  bidang  pembinaan  upaya

kesehatan rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan menetapkan visi:

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi

sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan

2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Sasaran strategis  menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019, yang  diperoleh  dari  tantangan  strategis

dan  analisis  SWOT.   Sasaran  strategis  Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang

2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia

3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan

4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait

5. Terwujudnya kemitraan berjejaring

6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina

7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen

8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman

9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif

Dalam  rangka pencapaian visi  2019, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah

menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan  hipotesis  jalinan  sebab  akibat

dari  17  sasaran  strategis  (yang menggambarkan  arah  dan  prioritas  strategis

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang  diperlukan  guna memampukannya

dalam  mencapai  target  kinerja  yang  berkelanjutan  di  masa  yang  akan datang).

“AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN

BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”
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Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan  memperhatikan  peta  strategi

pada  Renstra  Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP)

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015 - 2019

Peta strategi  disusun  untuk  mencapai  visi  Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2019  menciptakan  Akses  pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau  dan

berkualitas bagi masyarakat.  Visi tersebut dapat dijabarkan dalam  bentuk 1 (satu)

tujuan  strategis  (outcome), yaitu tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat.

Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara

excellent yakni: mewujudkan Regionalisasi Sistem Rujukan yang Terstruktur dan

Berjenjang, mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Rujukan se

Indonesia,mewujudkan Media Sosilisasi Pelayanan Kesehatan, melakukan advokasi
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Kepada Pemda dan K/L terkait, mewujudkan Kemitraan Berjenjang, mewujudkan Peran

UPT Sebagai lembaga pembina.

Sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara excellent dalam

meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

adalah:

1. Terwujudnya Organisasi dan Mutu Kelembagaan Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan yang Excellent,

2. Terbangunnya Informasi Berbasis Data dan Pengalaman (Knowledge

management),

3. Terwujudnya Sistem Perencanaan Karyawan dan Karir yang Efektif.

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara

berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus

diwujudkan:
1. Sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya kinerja,

2. Dukungan regulasi pelayanan kesehatan rujukan,

3. Sarana prasarana alat obat dan perbekalan yang memadai,

4. Dana pada bidang pelayanan kesehatan rujukan.

C. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

C. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Sumber Daya Lainnya

Bab IV Penutup

Lampiran
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yang

telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan  RI Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015, sasaran kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan rujukan

adalah tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 untuk

mencapai sasaran program yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing Direktorat mengalami perubahan dengan adanya perubahan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010

No Sasaran
Program Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedianya
Fasyankes
rujukan
berkualitas yang
dapat dijangkau
oleh masyarakat

Jumlah RS Rujukan
Regional yang
memenuhi sarana
parasarana dan alat
(SPA) sesuai standar

125 125 125 125 125

Persentase
kabupaten/kota
dengan kesiapan
akses layanan rujukan

60% 70% 80% 90% 95%

Jumlah RS Rujukan
Nasional yang
ditingkatkan sarana
prasarananya

14 14 14 14 14
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Jumlah dokumen
tentang kebutuhan
kapal RS di daerah
kepulauan

1 1 0 0 0

Jumlah RS Daerah
yang memenuhi
standar dan dengan
kriteria khusus

94 96 97 97 97

Jumlah RS pratama
yang dibangun
(kumulatif)

24 34 44 54 64

Perubahan Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015

No Sasaran
Program Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedianya
Fasyankes
rujukan
berkualitas
yang dapat
dijangkau
oleh
masyarakat

Persentase
kabupaten/kota dengan
kesiapan akses layanan
rujukan

60% 70% 80% 90% 95%

Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan
RS Rujukan Regional
yang  menerapkan
integrasi data rekam
medis

- 15
RS

30
RS

45
RS

60
RS

Persentase RS
Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine

3% 6 % 12 % 20% 32%

Jumlah RS pratama
yang dibangun
(kumulatif)

24
RS

34
RS

44
RS

54
RS

64
RS

Jumlah dokumen
tentang kebutuhan
kapal RS di daerah
kepulauan

1 1 0 0 0
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